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A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu
bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama
satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian
program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan
pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) tahunan merupakan
bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu
langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemerintah memiliki
tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada
masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban
tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan
kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan
untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dalam
satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang
dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa
Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas
Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip

partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan
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kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta
profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi

dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui
program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi,

dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas
menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan
tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya
berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka
dalam menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan
(pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar RI pasca Amandemen). Kekuasaan
kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan-
badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peradilan
Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer) serta Mahkamah Konstitusi

(Pasal 24 ayat 2 Undang — undang Dasar RI Pasca Amandemen).

1. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana
( pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum ).



LKjIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2016

2. FUNGSI
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
dalam tingkat pertama.

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik
menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf-
staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi
umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis
dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan
umum/perlengakapan).

6. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian
dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur
dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian Kkinerja
Pengadilan Negeri Muara Enim selama tahun 2016 sebagai acuan untuk

perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan
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sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif .

BAB | Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang
tugas pokok dan fungsi dan sistematika penyajian..

BAB Il Perencanaan dan Penetapan Kinerja yang meliputi Rencana Strategis

2015-2019 Pengadilan Negeri Muara Enim, menjelaskan Visi dan Misi

serta sasaran strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok di

Pengadilan Negeri Muara Enim, serta Rencana Kerja tahun 2016 dan

perjanjian kerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) tahun 2016 Pengadilan

Negeri Muara Enim.

BAB Il Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Kinerja)

b. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran
organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran
kinerja).

c. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan

Akuntabilitas Pengadilan Negeri Muara Enim.

Lampiran, yang terdiri dari :
1. Struktur Organisasi
Indikator Kinerja Utama
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Matriks Rencana Strategis 2015 — 2019
Rencana Kinerja Tahun 2017 dan 2018
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SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.
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